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N Sembako

Resmi Diajukan ke DPR

JAKARTA - Wacana pengenaan pajak
pertambahan nilai (PPN) terhadap barang
kebutuhan pokok (sembako) dan sekolah
kembalibergulir. Jika terealisasi, potensi
pendapatan pajak sembako diperkirakan
mencapaiangka Rp21 triliun.

Menteri Keuangan (Men-
keu) Sri Mulyani Indrawati se-
cara resmi mengajukan pu-
ngutan pajak pertambahan ni-
lai (PPN) atas barang kebutuh-
an pokok atau sembako, jasa
pendidikan atau sekolah, dan
jasa kesehatan kepada Komisi
XIDPRRL

Meskipun jasa pendidikan
atau sekolah yang dikenakan
PPN memang telah diatur da-
lam Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajak-
an (KUP), tapi Menkeu mene-
gaskan PPN hanya berlaku un-
tuk sekolah tertentu.

“Pengenaan PPN ditujukan
untukjasa pendidikan yang di-

selenggarakan oleh pendidikan
bersifat lkomersial dan lembaga
pendidikan yang tidak menye-
lenggarakankurikulumminim-
al yang dipersyaratkan oleh UU
Sistem Pendidikan Nasional,”
kata Sri Mulyani dalam Rapat
Kerja dengan Komisi XI DPR RI
di Jalkarta, Senin (13/9).
Dengan katalain, hal terse-
but diajukan untuk membeda-
kanjasa pendidikan yang dibe-
rikan secara masif oleh peme-
rintah dengan swasta yang
mencari keuntungan. Kemudi-
an sekolah negerijuga madra-
sahtidalcakandikenakan PPN.
“Untukmembedakan terha-
dapjasapendidikanyangdiberi-
kan secara masif aleh pemerin-

tahmaupunolehlembagasosial
lain dibandingkan yang:me-
mang men-charge dengan SPP
yang luar biasa tinggi. Dengan
demikian, madrasah dan yang
lain tentu tidak akan dikenakan
dalamskemaini,” ucapnya.
Begitujugadengan PPNyang
direncanakan untuk jasa kese-
hatan, ditujukan hanya untuk
sektor yang dibayar tidak me-
lalui sistem jaminan kesehatan
nagional. Lebihlanjut, kebijakan
pungutan pajak nanti semua
jenisakan dibuatkankriteria.
“Misalnya yang dilakukan
oleh jasa-jasa klinik kecantilcan
estetika, operasiplastikyangsi-
fatnya nonesensial. Juga, un-
tuk peningkatan peran masya-
rakat dalam penguatan sistem
jaminan kesehatan nasional,
treatment iniakanmemberikan
insentif masyarakat dan sistem
leesejahteraanmasuk dalamsis-
tem jaminan kesehatan nasio-
1" pungkas Menkeu.
Sementara itu, ekonom dari
[nstitute for Development of
Economics and Finance (Indef)

El

Rusli Abdullah mengungkap-
kan, potensi pendapatan negara
dari pajalc sembako diproyeksi-
kanmencapaiRp21,107 triliun.

Angka_tersebut diperoleh
Ruslimelakukan penghitungan
dengan basis data pengeluaran
per kapita per bulan pada 2020,
yaitusebesarRp268.149 perke
luarga, Jumlah tersebut kemu-
diandikalikan 12 jumlahbulan
dalam satu tahun) yang meng-
hasilkan angka Rp3,2 juta pe
ngeluaran untuk delapan ko-
moditas yang akan dikenakan
pajak.

Selanjutnya, pengeluaran
perkapita dalam satu tahunitu
dikalikan dengan jumlah kelu-
arga (rumal tangga) di Indone-
sia yang mencapai 65 juta. Dari
penjumlahan tersebut dipér-
olehhasil Rp211 triliun. Jumlah
itukemudian dikalikan 10% se-
bagai anggapan PPN yang akan
dikenakan, maka hasilnya ne-
gara mendapatkan pajak dari
PPN sembako senilai Rp21,107
trilun.

“Kalaukitalihatdaripening-

katan taxratio kita, terlihat PPN
sembako ini hanya menyum-
bang 1,28% dari total pajak
2019ataul,97%daritotal pajak
2020," ujar Rusli pada diskusi
publik secaradaringkemarin,

Ruslimelihatangkainikalau
seandainya mau ditambahkan
untukkontribusitaxratio, sebe-
narnya sangat kecil. Menurut
dia, masth jauh lebih besar keti-
ka negara mengejar sumber pa-
jak penghasilan (PPh) dari ba-
dan beberapa usaha menengah
yangmasih belum formal.

“Trubisadiambildarisanaun-
tul bisa meningkatkan kenaik-
an taxratio darisisi PPh-nya, bu-
kan darisisi PPN-nya, karena cu-
ma Rp21 triliun PPN sembako,
belumlagi memiliki banyak tan-
tangannya,” cetusnya.

Untuk it®, Rusli menilai pe-
ngenaan PPN sembalco, apalagi
di tengah pandemi Covid-19,
kurang tepat, Menurut dia, de-
ngan adanya narasi ini pasti
akan menimbulkan dampak
psikologis, danmenjadikanma-
syarakat semakin tertekan.

“Justru yang ditakutkan akan
ada kenaikaninflasi, semacam
inflasi yang diekspektasi di ma-
sadepan,” tandasnya.

Selainitu, Rusli menilai pe-
mungutan PPN sembako juga
tidaklah mudah. Ada sejumlah
tantangan seperti masih besar-
nya sektor informal dalam per-
ekonomian nasional.

"Jadi, salah satu tantangan
pajakdilndonesiaadalahentitas
bisnis di kita itu sebagian besar
masih informal, misalnya UM-
KM ataupun parapekerja, itulah
sebabnya masih banyak infor-
mality dari perekonomian kita
sehingga perluasan hasis pajak
ituakansusah,tambahnya.

Hal selanjutnya yang men-
jadimasalah, menurutnya, ada-
lahketikapemungutan pajalcdi-
lakukan pada sembako adalah
sumberdayamanusia perpajak-
an yang terhatas. Rusli menye
butkan, pegawai pajak di Indo-
nesia hanya berjumlah 45.000
orang untuk melayani 270 juta
pendudulk.

“Jepang dengan penduduk

126 juta fiskusnya duakali
dari Indonesia. Nah, itu
menjadi tantangan terse
dari teman-teman di Ker
terian Keuangan,” tuturny.

Rusli menambahlan,
ngan kondisi yang saat in
lum optimal kemudian ma
tambahkan lagi dengan jur
PPN sembako dan sektor i1
malyangmasihcukupbesa
fiskus, tentunyaakanmem
beban kerja pihak perpaj:
bertambah,

“Ketika beban kerja bert
bah, ditakutkan memuncu
distorsi-distorsidilapanga:
tika pemungutan sehingg:
yang diharapkan di atas ke
berbeda dengan eksekusi ¢
pangan,”jelasnya.

Hal itu lebih dikhawatii
Rusli akan menimbulkan
kos sosial dan politik
mungkin lebih besar. “Ka
isu, sembakoini menyasar:
ruhlapisan masyarakatdili
nesia,” tegasnya.
Clanggieariesta/
igbal dwipurnama




